
XEPUTUSAT NTPAL/I I(AITTOR WILAYAII KTUEITTERIAIT AGAUA
PROVIITSI JAWA TIMUR

I{OMOR 6552 TAHUII 2017
TEIYTATG

PEUBERIAN IZIIT PEIITDIRI./AIIT / OPERASIOITAL
MADRASATI TSATAWTYAH MFTAIII'L ULUM KABI'PATET MO.'OXENTIO

PROVItrSI JAWA TIUUR

DEITGAIT RAHUAT II'HAIT Y/IITG MAHA ESA

XEPAIA I(AIYTIOR WILIIYAII XTUETTERIAJY AGAilA PROIUHSI JAWA TIilI'R,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah
sebagaim2l6 tercantum delam lannpiran Keputusan ini telah
habis;

b_ahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanlangan izin
pendirian/operasional madrasah berdasarkan- Rekomendasi
dad Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
MOJOKERTO Nomor : Kd.tS.l I /2/pp.00.6/ tS28/2016
Tanggal 15 April 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur tentang perpanjangan lzim
Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH
MIFTAHUL ULUM KABUPATEN MOJOKERTO provinsi
Jawa Timur.

c

d

Mengingat 1

2

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 terrt:rrrg Sistem
Ieldid+gl Nasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 78, Tambahan f,emUaran'Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
fa.siona]-Pendidikan (tembararr Negara Republit IndonesiaTahun 2O05 Nomor 41, Tambahan fr:mbarar Nefara Republik,I-O:::"* Nomor .4496) Sebagaimana tefarr ai-uUatr dlnganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas peraturan pemerintah womor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional penaiJitan if.-brrr.,Negara Republik Indonesia Tahun 2015 lVorno. +i, iambahanLembararl Negara Republik Indonesia No-o.JOZOJ; 

-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI.A KANTOR
WII,AYAI{ KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6552 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MIPTAHUL ULUM
KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WII,AYAH
AGAMA

JAWATIMUR,

BArrRr ty'

I Nama Madrasah MIFTAHUL ULUM

2 Nomor Statistik Madrasah 121235160052

3 Alamat Madrasah

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDIDIKAN ISI,CM MIF'TAHUL
ULUM KEMI.AGI SEI.ATAN

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 61, INDARTO, S.H.,M.KN

6 Pengesahan Akte

0rganisasi Penyelenggara

Notaris AHU-OO3OO3O.AH.O 1.O4.TAI{UN 20 15 /
08 DESEMBER 2015

JL. YON. DI{ARMO SUGONDO NO. 99

DESA KEMI.AGI

KECAMATAN KEMLAGI

KABUPATEN MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZ.IN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWTYAH MIFTAHUL ULUM KAE}UPATEN
MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum delam [ampiran yang
merupalan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasiona-l sebagaimana dimaksud dslem Dilftum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mul,ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa{o
pada tansga-l 20 September 2017

R WILAYAH
AGAMA

A TIMUR,

BArrrut/Y
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Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun 2OOg

le$ary31-egraidikan (Lembaran Negara Republik I
Tahun 2008 Nomor 91, Tam bahan Lembaran lVegara
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
P-engelolaan 

- 
dan penyelengga.raan pendidikan (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 23, i"mbahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S 15O)
sebagaimana teLah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 201O tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaal dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l.embaran Negaia Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan I_embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

tentang
ndonesia
Republik

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7
tenta.rlg Standar Sarana dan prasarana Untuk Sekolah
Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O
tentang Standar Pelayaran Minimal Pendidikan di
Kabupaten/ Kota sebaqaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2O13
tentang Perubahal Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Standar Pel,ayanarl
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana teLah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2O13 t€ntang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Isliam Nomor 1385
Tahun 2O14 tentang Petunjuk ?eknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2O15 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirial Madrasah;


